MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan Peraturan Menteri Nomor 19/
Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendaftaran Pakan, telah diatur mengenai
pendaftaran pakan;

bahwa dalam perkembangannya Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4 /2009
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaltaran Pakan,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimena
dimaksud dalam hurul a dan hurul b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan, perlu  menetapkan Peraturan  Menteri

Pertanian tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;

T




7.

1C.
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden -Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 895);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/
BK.300/11/2013 tentang Pelayanan Peritinan
Pertanian Secara Online (Berite Negara Tahun 2013
Nomor 1323);

Peraturan Menteri Pertanian Nomwor
43/ Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerisn Pertanian (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTER] PERTANIAN TENTANG
PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAXAN,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

1.

Pakan adalah bahan makanan tunggal atan
campuran, beik yang diclah maupim yang tidek
kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang
Nﬂk. .

Pendaftaran Pakan adalah seranghaian kegiatan untulk
memperoleh Nomor Pendaftoran Paken agar Pakan
yang dibuat dapat diedarian.

Peredaran Pakan adalah kegiatan penysluran Pakan di
baik yang diperdagangkar maupun yang tidak




Mengingat

: 1.
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Undang-Undang Nomor 8 Tshun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaren Negara Republil Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Keschatan Hewan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tabhun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengen Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan abes
Undang-Undang .Ncmor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahum 2014 Nomor 338, Tambshan
Lemberen Negara Republik Indonesia Nomor 5619;
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomur S059);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Tabman 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Romwor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehean
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagnimana telah beberape kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Namor 9 Tahun 2015 tentang
Perubabhan Kedue atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintshan Dasrah (Lembaran

" Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor 58,

Tambahan Lemberan MNegara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahuan 2014 tentang
Penyelenggarann Pelayanan Terpadu Sata Pintn
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014
Romor 221);




7.

8.

10.

i1,

Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnys disingkat
NPP adalah surat keterangan yang memuat buruf dan

angka yang menerangkan identitas Paken yang
berfungsi scbegai tanda keabsshan Paken untuk
diedarkan.

Pengyjian Mutu dan Keamansn Pakan adalah
serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel
Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan,
Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan
pemerintah daerah yang tclah terakreditasi untuk
menyelenggarakan pelayanen Pengujian Mutu dan
Keamanan Pekoan.

Sertifikat Muta dan Keamanan Pakan adelah
didaftarkan telah lluee yfi muta dan keamanan
Paken.

pembuatan Pakan dengan mempertimbangkan
Label Pakan yang selanjutnya discbut Label adalah
gambar, tulisan, kombinasi keduanys, atau bentuk
lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke
Standar Nasional Indonesia yang selanjuinya disinglat
SNI adalah stander yang ditetapkan oleh Badan
Standerdisasi Nasional dan berlaloa di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Teknis Minimal Pakan yang selanjutnys
disebut PTM Pakan wialah persyeretan teknis mum
dan keamanan Pakan yang ditetaplan oleh Menteri
Pertanian.




12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Pelaliu Usaha adalah orang perscorangan atau
korporasi beik yang berbadan hukum meupun yang
tidak berbadan hulkum yang melakukan kegiatan
pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan
dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak
untuk diedarkan.

Pakan Pesanan Khusus adalah Paken yang dipesan
secara khusus dengan bahan Pakan dan formula
khusus sesuai keperluan Pemesan Pakan Khusus.
Pemesan Pakan Khusus adslah perorangan, instansi
atan lembega pemerintah atan swasta yang
memerhikan Paltan Pesanan Khusus.

Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
unit kerja organisasi di lHngkungan Kementerian
mmnymgmdmnhnmsdanﬁmgﬁdi
perianian.

dan/atsu ksbupaten/kota yang menyelenggarakan
wrusen peternakan danjfatau  membidangl fungsi
peternakan dan keachatan hewan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktur Jenderal yang menyelenggaralan tugss dan
fungsi di bidang peternakan dan keschatan beoan.




BABII
PENDAFTARAN PAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki
NPP. (womor fendatmvan Palkan)

(2) Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifikat
Mutu dan Keamanan Pakan.

{3) Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan
Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendaftaran Pakan

Pasal 3
Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 4
(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan
perusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
akte pendirian perusahaan dan perubahannya
yang terakhir;

d. surat keterangan domisili perusahaan;

e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda
daftar usaha perdagangan di bidang peternakan
dan kesehatan hewan; dan




(2)

J

surat pernyataan bermaterai dari pimpinan
perusahan atau yang dikuasakan menyatakan
bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan
benar dan sah, sesuai dengan Format-1.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 meliputi:

a.

d‘

h.

surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas
provinsi, sesuai dengan Format-2;

Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan;

contoh Label;

jenis bahan Pakan yang digunakan dan
persentase dalam Formula Pakan, sesuai dengan
Format-3;

jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang
digunakan, sesuai dengan Format-4;

jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan,
sesuai dengan Format-5;

surat pernyataan yang menyatakan tdak
menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk
Pakan ternak ruminansia, sesuai dengan Format-
6;

surat pernyataan yang menyatakan tdak
menggunakan hormon sintetik, sesuai dengan
Format-7; dan

surat pernyataan yang menyatakan tidak
menggunakan antibiotik imbuhan
Pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP), sesuai
dengan Format-8.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan

Pasal 5

Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga
Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.




Pasal 6

(I} Pengujian Mutu dan Keamanan Pekan sebagaimana

2

3

n

%)

3)

terhadap:

kadar air;

kadar protein kasar:

kadar Jemak kasar;

kadar serat kesar;

kadar abu;

kadar kalsium (Ca);

kadar phosior (P); dan

. aflatoksin total.

Untuk Pakan ternak ruminansia selain dilakukan
Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebegaimana
dimaksud peda ayat (1), dilakulan pengujian terhadap
Neutral Detergent Fiber (NDFy dan Total Digestible
Nutrient (TDHN).

Untuk Pakan ternak unggas dan ternuk babi selain
dilakuken Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan
schagaimens dimaksud pada ayat {1}, dilakukan

P mte a0 TP

Pasal 7
Pelaku Usaha yang akan melakuken Pengujian Mutu
dan Keamanan Pekan harus mengsjuken permohonan
kabupaten/kota dengen tembusan Kepala Dinas
provinsi secara tertulis, sesuai dengan Format-9.
Kepala Dinas kabupaten/kota sctelah menerima
permohonan sebageimana dimaksud peda ayat (i},
menugaskan Waatukan atau petugas pengambil
contoh Pakan yang bersertifikat untuk meisionlcan
_pengamhﬂmmwhhhndenmwmtmw.mai
dengan Format-10.
padamt&)hahnnmdapat‘?ﬂmhn,!{epdnbinn
kebupaten/kota depat:




a. meminta bantuan Wastukan atau petuges
pengambil contoh Pakan yang bersertifikat darl
Dinas kabupaten/kota terdekat;

b. meminta bantuan Wastukan atau petugas
pengambil contoh Paken yang bersertifikat deri
Dinas provinsi; atau

c. meminta bantuan Wastukan atau petugas
pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari
pemerintah pusac

Pasal 8

Pengambilan contoh Pakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakukan sesuai dengan SNI Pengambilan Contoh
Padatan,

(1)

3}

(4)

Pasal 9

Contoh Pakan yang telah diambil oleh Wastukan atan
delam Pasal 8 harus dikemas, discgel, diberi
keterangen, dan diserahlkkan kepada Pelaka Usaha
uniuk dilakukan Pengujian Mutu dean Keamanan
Palcan.

Penyerahan contoh Pakan sebegaimana dimalksud
pada ayat (1), disertai dengen berita acara
pengambilan contoh Pakan, surat tugas Wasthakan
atau petugas pengambil contoh, dan surat keterangan
jenis dan kode Pakan, sesuai dengan Format-11.
Peiaky Usaha setelsh menerima contoh Pakan
scbagalmana dimaksud pads syat (2), mengajukan

permohonan kepada kepala Lembega Pengujian Mutu
dan Keamanan Palan.




(1)

)

)

{1}

(2)
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Pasal 10
Jiken hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan
sesuai SNI atau PTM Pakan, diterbitkan Sertifikat
Mutu dan Keamanan Pakan oleh kepala Lembaga
Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, scsuai dengan
Format-12.
Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana
dimalsud pada ayat (1} diberikan kepads Pelalcu
Uaaha dengan tembusan disampaikan Lkepada
Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala
Dinas kabupaten fkata.
Sertifikat Mutu dan Kecamanan Pekan scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) beslaku untuk jangka walktu 3
(tiga} baslan scjak tanggal diterbitkan,

Pasal 11

Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan tidak
sesuai dengan SNI atau PTM Pakan, kepala Lembaga
Fengyujian Mutu dan Keamanan Pakan memberikan
laporan haail pengwjian, sesuai dengan Format-13.

Peliku Usaha saetelah menerima laporan hasil
pengujian sebagaimans dimaksud pada ayat {1), dapat
melakukan perbaiken Formmuila Pakan dan

Pasal 12

bertanggung jawab menjaga kerahasisan hasil uji.

Pasal 13

Biaya pengujian dan penerbitan Sertifikat Muta dan
Mutu dan Kesmanan Pakan dibebankan kepada Pelaku
Usaha sesoni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




Bk =

. Bagian Keempat
= Tata Cara Pendaftaran Pakan

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh NPP, Pelaku Usaha mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala
PPVTPP secara daring (online).

(2) Apabila terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak
berfungsinya pelayanan secara daring (online) dalam
jangka waktu 1 (satu) hari kerja, pelayanan perizinan
dapat dilakukan secara manual.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

Pasal 15
Kepala PPVTPP  sctelah menerima  permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus
memberikan jawaban permohonan ditolak atau disetujui.

Pasal 16

{1} Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, apabila persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak
benar, tidak lengkap, dan/atau tidak sah.

(2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku
Usaha disertai alasan penolakannya secara daring
(online).

Pasal 17
(1) Permochonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, apabila persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
lengkap, benar, dan sah.
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(2} Permohonan dischijui acbagaimana dimaksud pada
ayat {l) disampaikan olch Kepala PPVTPP kepada
Direktur Jenderal secara daring {online).

Pzsal 18
Direktur Jenderal seteslah menerima permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2] melaloukan
kajian teknis, dan dalam jangka waictu paling lama 3 (tign)
hari kerja harus sudah memberikan jawaban permohonan
ditolak atau disctuiui.

Pasal 19

(1) Permohonan ditolak scbagmimana dimaksud dalam
Pasal 18, apabila persyaraien teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak lengkap, benar,
darn sah.

{2} Permohonan ditolak schagaimena dimalksud pada ayat
{1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku
Useha disertai alasan penclakannya secura daring
(ontine.

Pasal 20

{1) Permohonan disetyjui sebagrimana dimaksud dalam
Pasal 18, apabila persyarstan telmis sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2} lengkap, benar, dan
sah.

{2) Permohenan disctujui scbagaimana dimaksud pade
ayat (1), diterbitiican NPP oleh Direknur Jenderal atas
nama Menttri dalam bentuk Keputusan Menter,
sesuni dengen Format-14.

(3] NPP schagaimana dimaksud peda ayat {2) hanya
berlaku untuk pemegang NPP deugan satu merek
dagang pada sati: pabrik.




(1)

(2)

(3)

(4}

o I I

Pasal 21
NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku
Usaha sebagai pemegang NPP secara daring (online).
NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan
NPP dan dapat diperpanjang.
Permohonan  perpanjangan NPP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Pelaku Usaha
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya NPP
dengan mengajukan permchonan baru.
Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan yang telah
habis masa berlaku NPP.

—> Pasal 22

Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) wajib menyampaikan laporan produksi dan Peredaran
Pakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal
melalui Kepala PPVTPP secara daring (online), sesuai
dengan Format-15.

(1)

()

3)

(4)

(5)

Pasal 23
Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dapat mengalihkan kepada Pelaku Usaha lain.
Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam hal perusahaan pemegang NPP diakuisisi, pailit,
atau merger.
Pengalihan NPP scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh pemegang NPP kepada Direktur J enderal
dengan melampirkan surat perjanjian para pihak yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
yang telah disetujui, ditetapkan olch Direktur Jenderal
atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat 4
harus dicatat dalam buku pendaftaran dengan
tembusan kepada Kepala PPVTPP.
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Pasal 24

Petugas yang melayani permohonman Pendaftaran Pakan
wajib menjaga kerahasiaan Formula Pakan.

BAB 11
PEREDARAN PAKAN

Pasal 25
Pakan vang dicdarkan harus memenuhi persyaratan:
a. cara pembuatan Pakan yang baik;
b. kemasan; dan
c. Label.

Pasal 26
{1) Persyaratan c¢sra pembuatan Pakan yang baik
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 25 huruf a sesuai

Pasal 25 huruf b menggunakan bahan yang kedap air,
tidak tolsik, dan tidak mepurunkan muatu dan
keamanan Pakan.
(3) Persyaratan Label schagaimana dimaksud dalam Pasal
25 haruf ¢ harus:
a. dibuat dari bahan yang tidak mudah rusalc;
b. mudah dibaca;
c. ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa
Indonesia; dan
d. dittempatican pada bagian yang mudah dilihet.
(4) Label sebagaimana dimakswud pada ayat {3) paling
kurang memuat:
a. NPF;
b. merek dagang;
c nama dan alamat perusahaan/produsen dan/
atau Pelaku Usaha pemasukan/pengeluaran;
d. jenis dan kode Pakan;
kandungan nutrisi;

[
H




- 15 -

kandungan aflatoksin;

bahan Pakan yang digunakan;

imbuhan Pakan yang digunakan;

berat bersih;
j-  cara penggunaan; dan
k. tanggal dan kode produksi.

(5) Label diberi warna dasar dan kode Pakan sesuai
dengan jenis Pakan, sesuai dengan Format-16.

Fw o

.

Pasal 27
Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib
dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK
PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING,
DAN DOMBA)", ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
dan diberi warna merah.

= Pasal 28 *

(1) Selain Pakan yang dibuat wuntuk diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pelaku Usaha
dapat memproduksi Pakan Pesanan Khusus yang
dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus.

(2) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya digunakan oleh Pemesan Pakan Khusus
untuk keperluan sendiri.

(3) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang untuk diedarkan.

=35 Pasal 29 X

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Pakan Pesanan
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib
memiliki surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan
Khusus dari Direktur Jenderal.

(2) Untuk memperoleh surat persetujuan pembuatan
Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan
persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus
secara tertulis kepada Direktur Jenderal.




(3)

(1)

()

3

(1)

(2)
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Permohonan persetujuan pembuatan Pakan Pesanan
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilengkapi:

a. laporan hasil Lembaga Pengujian Mutu dan
Keamanan Pakan;

b. surat pemesanan Purchasing Order (PO} dari
Pemesan Pakan Khusus yang berisi permintaan
Pakan Pesanan Khusus;

¢. invoice; dan

d. rencana penggunaan/pemakaian Pakan Pesanan

Khusus.

Pasal 30
Direktur Jenderal setelah menerima permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2], dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
melakukan Kkajian hasil uji mutu dan keamanan
Pakan.
Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} sesuai dengan spesifikasi dari Pemesan Pakan
Khusus, Direktur Jenderal menerbitkan surat
persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus
dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi,
sesuai dengan Format-17.
Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak sesuai dengan spesifikasi dari Pemesan Pakan
Khusus, Direktur Jenderal menolak permochonan
disertai alasan penolakan secara tertulis, sesuai
dengan Format-18.

=5 Pasal 31 ¥
Surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun berikutnya.
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{3) Pada kemasan Paken Pesanan Khusus schagaimana
dimaksud pada eyat (1) harus dicantumkan frasa
"PAKAN PESANAN KHUSUS", ditulis seluruhnya
dengen huruf kapitul dan diberi warna merah.

{4) Pakan Pesanan Khusus yang tclah diprodulesi selama
2 {dua} tahun sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dan ayst (2}, wejib didaftarkan.

(5) Pendaftaran scbagaimena dimaksud pada ayat (4)
mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini,

Pasal 32

Formaat-1 sampai  dengan Format-18 scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} huruf f, ayat (2) huruf a,
huruf d sampai dengan huraf i, Pasal 7 ayat {1) dan ayat
(2), Pasal 9 gyat (2), Pazal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1},
Pasal 20 ayat {2), Pasal 22, Pasal 26 ayat (5), den Pasal 30
ayet (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiren yang
Menter] ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Pembinaan terhadap Pelaku Useha dilakukun oleh
Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannys.

{2) Pembinsan scbagaimana dimalaud pads ayat (1}
dalam pelaksanaannys dilakukan olch Direktur
Jenderal, Kepala Dinas provinsi, atau Kepala Dines
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangaunysa.

Pasal 34
{1) Pembinaan scbegaimana dimaksud dalam Pasal 33
dilalrukan terhadap pencrapan NPP dan Peredaran
Palan.
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{2) Pembinaan szebagaimana dimaksud peda ayat (1)
dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan
{monitoringt, dan ¢valuasi.

Pasal 35
Pengawasan terhadsp Pendaftaran Palken dan Peredaran
Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota
sesuni dengan kewenangannys.

Pasal 36
Peogawaean schagaimana dimaksud delamm Pasal 35
dilalralzan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undengen.

BABYV
KETENTUAN SANKSI

Paaal 37
(1) Pelaloa Usaha yang melanggar ketentian sebagaimans
a. Pasal 2, Pasal 21 ayat {4}, dan Pusal 28 ayat (3},
dikenakan sanksi berupa penarikan Pakan dari
b. Pasal 26, dikenakan sanksi berupa peringatan
dari peredaran;
c. Pasal 27, dikenaken sanksi berupa pencabutan
NPP; dan
d. Pasal 29 qyat (1), dikenalean sanksi berupa
usulan untuk dicabut izin usaha.
{2) Pelaku Ussha yang melanggar ketentuan sebagaimana
a. peringatan tertulis pertama apabila pada. triwulan
kesatu tidak menyampaikan laporsn;
b. peringatan tertulis kedua epabila peda tiwulan
kedua tetap tidak menyampaiken laporan;
dan/atau
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c. pencabutan NPP apabila selama 3 (tiga) triwulan
berturut-turut tidak menyampaikan laporan.

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

=3 Pasal 38 ¥

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. NPP yang telah diterbitkan, dinyatakan masih tetap
berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan

b. permohonan penerbitan NPP yang masih dalam proses
pendaftaran, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor
19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan
Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 93).

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai
dengan Pasal 31 mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 40
Penecrapan sistem daring (online)] mulai berlaku setelah 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini
diundangkan.

Pasal 41
Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 42
Peraturan Menteri ini mulai beriaku pads tanggal
diundangkan.

pengundangan  Peraturan Menteri  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakerta
=9  padatanggal 2 Jwd 2017

MENTHER] PERTANIAN
INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 797




